
GL-BERftLR GGR$NTALGpE RATU RAN GUB E RNU n c-oi{o-t nruo
NOMOR ,9  TAHUN2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEI,FTKSANA TEKNIS DINASPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PI}RKEBUNAN
PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH,A ,DSA
GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan pasal 1z peraturan Daerah Nomor. rL2 Tahun
2013 tentang organisasi dan Tata Keqia Dinas Daererh provinsi
Gorontalo, perlu membentuk orga'isasi dan Tata .Kerja unit
Pelaksana Teknis Dinas perbenihan dan perlindungan Tanaman
Perkebunan Provinsi Gorontalo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan peratrrran Gubernur ciorontalo
tentang Pembentukan organisasi dan T,ata Kerja unit pelaksana

Teknis Dinas perbenihan dan per:lindungan ,llanaman

Perkebunan Provinsi Gorontalo;

undang-undang Nomor 8 Tahun rg7'4 tentang polkok-pokok

Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun lgr4 N'rnor 5s,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014). sebagaimrana telah
diubah dengan undang-undang Nom,or 43 Tahun lggg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Te*run l9g9 htomorl69
Tambahan Lembaran Republik Indonesira. l\legara Nomor :3g90);
Undang-undang Republik Indonesia lrlomor 12 Taln:rn lgg2
tentang sistem Budidaya Tanaman (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun Lgg2 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3a78i;

undang-undang Nomor T Tahun 1996 tentang pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 1996 Ntomor 99,
Tambahan kmbaran Negara Republik Irrdonesia Nomor {}6s6);

undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

Konsumen (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahurn 1999
Nomor 42, Tambahan kmbaran Negrrur Republik .tn,donesia
Nomor 3821);

Mengingat
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5. undang-undang Nomor 29 Tahun 2orl0 tentang per{indungan
Varietas Tanaman (Lembaran Negara ,rahun 

2000 Nornor 241.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4}tlg,,l;

6. Undang-Undang Nomor 3g Tahun 20Ct0 tentang pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesi.a Tahun
2000 Nomor 2sg, Tambahan Lemtraran Negara JRepublik
Indonesia Nomor a060);

7. undang-Undang Republik Indonesia lVomor 1g Tarrum 2oo4
tentang perkebunan (Lembaran Negetrer Republik I'donesia
Tahun 2oo4 Nomor g5, Tambahan Lernbaran Negara lRepublik
Indonesia Nomor aal\;

8. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo,r tentang pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tah.un zoo4
Nomor r2s, Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdonesia
Nomor 44grl sebagaimana telah diutrah terakhi' dengan
undang-undang Nomor L2 Tahun 20,0{} tentang perr.rbahan
Kedua atas Undang-undang Nomor g,.z rahun 2oo4r tentang
Pemerintahan Daerah (r,embaran Negeirer Repubrik .rn.donesia
Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan Lernb*ran Negara Riepublik
Indonesia Nomor 484!;

9' undang-undang Nomor 33 Tahun 2o0,4 tentang perim.bangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan LPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrun 2oo4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3e;

1o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 ,l.ahun 
lggs tentang

Perlindungan Tanaman (Lembaran Negar* Republik In,conesia
Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lemberran Negeira Republik
Indonesia Nomor 3586);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang peniamaan,
Pendaftaran dan penggunaan Varietas r\sal untuk pe:mbuatan
Varietas T\rrunan Esensial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 30, Tambiahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3TS);

12. Peraturan Pemerintah Nomor sg Tahun 2o0s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemberem Negara iRepublik
Indonesia Tahun 2oos Nomor 14o, TambahLan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aio7gl;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun :20os tentang Iledoman
Pembinaan dan pengawasan penyerenlrgir.raErn peme:rintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I'drcnesia Tahun 200s
Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor a593); --J
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahurt izoor tentang; pembagia
urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi, dan pemerintah Daerah katlupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2oor Nomor g2, ,rambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia N'nror 47BTl;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20az tentang (Jrganisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara R,epublik Indonesia Tahun
2ao7 Nomor 8s, Tambahan Lembaran Negara JRepubrik
Indonesia Nomor a74Ol;

16. Peraturan pemerintah Nomor T Te*run 200g tentang
Dekonsentrasi dan Ttrgas pembantuan (Lembarar: Negara
Republik Indonesia Tahun 200g Nomor r2o, Tambahan k:mba'an
Negara Republik Indonesia Nomor 4g16);

17. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor s'z rahun 2oor tentang
Petunjuk Teknis penataan organisasi perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah provinsi Gorontalo l\lornor Nomor .t2l rahun
2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi
Gorontalo (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Tatru.n 2013
Nomor L2, Tambahan Lembaran Daerah provinsi rGrcrontaro
Nomor 1O);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTAN(i pEMBIDIITUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEL,A,I(SANA TEKNIS} DINAS
PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TA,N,q.MAN PERK:EBUNAN
PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adaiah peny,elenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dern DpRD menunut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan pri'sip Negara lft:satuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia'lahun 194s.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walilc.ta dan
Perangkat daerah sebagai unsur penyel.e'ggara pemeri:ntahan
daerah.

4. Kepala Daerah adaiah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas peternakan dan F,erkebunan pfovinsi

Gorontalo.
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6' unit pelaksana Teknis perbenihan danL perlindungan ,ranarnan
Perkebunan adalah unit Pelaksana Teknis Dinas peter:nakan dan
Perkebunan provinsi Gorontalo, seranjut'yia disebut ul'r.

7 ' Desentralisasi adarah penyerahan wewenang pemerint.air.han 'leh
pemerintah kepada daerah otonom untuk menga.lc.ur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pemrimpahan wewenang pemerinkrhan oreh
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakir pemerintah d.an/atau
kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

9. Ttrgas Pembantuan adalah penugasan ,Cari pemerintah kepada
Daerah untuk melaksanakan tugas terterrtu dengan .kewajiban
melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksa'aannya
kepada yang menugaskan.

BAB II
PEMBENTUKAN

pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk unit pelaksanra Teknis
Perbenihan dan perlindungan Tanama' perkebuna' Dinas
Perkebunan dan peternakan provinsi Gorontalo

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Balai perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan merupakan
unit pelaksana teknis dinas yang bertulgas menyelen;gg;arakan
pengujian, sertifikasi, pengawasan mutu benih dan
proteksi/ perlindungan tanaman perkebunan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4
(1) unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas merlaksanakan sebagian

tugas teknis dinas.
(2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang rnernajemen perbenihan

dan Perlindungan Tanaman.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiman:a dimaksud
Pasal 4, unit Pelaksana Teknis perbenihia.n dan perli'di
Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

dalam

ungan

,l
--\_/
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a. penyusunan program kerja;
b. Penyelenggaraan ketatusahaan;
c. pelaksanaan pengujian sertifikasi mutu

perkebunan;

d. pelaksanaan peramalan, pengamatan
organisme pengganggu tumbuhan;

bibit/benih ranaman

dan pengendalian

e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana baleLi:;
f. penyelenggaraan evaluasi dan p€nJrusunan laporan kegiatan

balai;
g' pelaksanaan tugas iain yang diberikan .reh atasan sesuai tugas

dan fungsinya;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6
(1) susunan organisasi unit Pelaksana Tekn.is Dinas perberr:ihan dan

Perlindungan Tanaman terdiri atas;
a. Kepala UpTD;

b. Seksi perbenihan;

c. Seksi perlindungan Tanaman;
d. Sub Bagian Tata Usaha;

(2) struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas perbenihan dan
Perlindungan Tanaman sebagaimana tercantum pada lampiran
dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Grrbern.ur
ini.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala upr betanggtr:n.gjawab

kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrersi dan

sinkronisasi baik daram lingkungan uprD maup.un .instansi
teknis terkait lainnva.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaim:rn,a dimaksud dalam
Pasal 7 Kepala UPT mempunyai fungsi :

a. pen5rusunan program keq'a;

penyelenggaraan ketatau sahaan ;
pelaksanaan pengujian sertifikasi mutu bibit/benih teuraman
perkebunan; 

,l
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d. pelaksanaan peramaran, pengamatern dan pe'gendaiian
organisme pengganggu tumbuhan;

e, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana balai:;
f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan

balai;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan r:reh atasan sesuai tugas
dan fungsinya;

Bagian Kedua

Seksi Perbenihan

Pasa-l 9

seksi Perbenihan mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian,
sertifikasi dan pengawasan peredaran bibit/benih t.anaman
perkebunan.

Pasal 10
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dima.ksu.cl dalam
Pasal 9 Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program seksi pengujian, sertifikasi dan pern.flawasan

peredaran benih;

b. pelaksanaan sertifikasi bibitlbenih tanaman perkebunan.
c. pengawasan peredaran bibit/benih tanaman perkebunan.;
d. pengujian mutu bibit/benih tanaman perrrebunan;
e. pengawasan standar mutu bibit/benih tanaman perkebunan;
f. pelaksanaan pengujian dan rekomendasi bibit/benih;
g. pelaksanaan pengawasan kebun irnduk/blok p,enghasil

bibit/benih;

h' penyelengaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiarlln Seksi
Perbenihan;

Bagian Ketiga
Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 1 1
seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan
peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme perr,ffianggu
tanaman.

Pasal 12
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimrrna dimaksucl dalam
Pasal 11 seksi Periindungan Tanaman mempu,nyai fungsi :
a. penyusunan program Seksi perlindungan Tanaman;
b. pengembangan metode peramalan, pengamatan,

pengendalian organisme pengganggu tumbruhan ;

dan

J
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c' peramalan, pengamatan dan pengendalizrn organisme p€:ngganggu
tanaman perkebunan:

d. penyiapan dan pengembarlgan sa.rana dan
pengendalian organisme pengganggu tunrbuhan;

e. penyusun analisis dan rekomendasi pengendalian .Lerhadap
perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;

f. pelaksanaan keq'asama peramalan., p€oggmatan dan
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

g' penyelengg€Lraan evaluasi dan pen]rusunan laporan kegiatan
Seksi perlindungan Tanaman perkebunan;

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 13

sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas rnelaksanakan r*r:arsipan,
keuangan, kepegawaian, pengelolaan barerng, kerumah:Lixnggaan,
kehuamasan, kepustakaan serta p€nyusunan program da' laporan
kinerja.

Pasal 14
Dalam menyelenggarakan tugas sebagain:Lana dimaksucil dalam
Pasal 11 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan program sub Bagian Tata usaha;
b. penyusunan program balai;

pengelolaan kearsipan;
pengelolaan keuangan;
penyelenggaraan keuangan;
penyenggaraan kegiatan ;
pengelolaan barang;
penyelengaraan kehumasan ;
pengelolaan kepustakaan ;
pengolalaan data. Pelayanan informasi dan pengembagan sistem
informasi;

k. monitoring, evaruasi dan penJrusunan rapo::an program balaLi;
t. pelaksanaan evaluasi dan penyusun€m laporan kegiat.n sub

Bagian Tata Usaha;

BAB VI
KEPEGAWA]AN

Pasal 15
(1) Kepala upr adarah jabatan eseron III a diangkert dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekrettrris Daerah
Provinsi sesuai peraturan perundang_undangan.

(2) Pejabat-pejabat rainnya dilingkungan upr diangkerrr
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

prasarana

dan

J
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BAB VII
PEMBIAYAAN

pasal 16
segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Gutrlrnur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beranja Deieratr provinsi
Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berraku pada tanggar ditet.apr+a:n.
Agar setiap orang mengetahuinya memeri:ntahkan pengr:'dangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatan'ya dalam []erit* Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOIUOR ,!
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 5' TAHUN 2OI3
TANGGAL : .l i lccu:L*:
TENTANG : PEMBENTUKAN

2013
ORGANISASI DAI\I TATA KBR.I,A. UNIT

TEKNIS DINAS PERBENII{ANI DAN
TANAMAN PEITKEBUNAN PROVINSI

PELAKSANA
PERLINDUNGAN
GORONTALO.

PER]LINDTJNGAN
:T.ANAMAN
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